BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana
diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban atas rumusan
masalah penelitian di atas ialah sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan perusahaan leasing untuk memperoleh
haknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019
adalah dengan pelaksanaan eksekusi jaminan oleh perusahaan leasing yang
harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar dengan harus
menyertakan adanya bukti sertifikat jaminan fidusia atas barang objek
jaminan dan juga dengan adanya pengakuan perlakuan cidera janji yang
dilakukan oleh debitor, yang mana biasanya sudah dilaksanakan adanya
persetujuan mengenai kesepakatan hak dan kewajiban debitor, juga syarat-
syarat yang dapat menimbulkan perlakuan cidera janji oleh debitor di dalam
surat perjanjian leasing yang disepakati oleh debitor dan kreditor sebelum

terjadinya konflik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat saya

sampaikan adalah:
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1. Bagi pihak Pemerintah, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVI11/2019 ini alangkah lebih baik untuk memberikan
keterangan dan pengetahuan yang lebih dalam dan luas mengenai
penerapan isi putusan tersebut secara lebih dalam kepada masyarakat
umum sehingga, tidak terjadi adanya berita yang simpang-siur di dalam
masyarakat dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan leasing
kembali dengan tepat.

2. Bagi lembaga-lembaga pembiayaan pada khususnya perusahaan
leasing, selaku sebagai pihak kreditor sebaiknya lebih berhati-hati
dalam melakukan tindak penarikan eksekusi jaminan terhadap pihak
debitor. Pelaksanaan penarikan eksekusi jaminan terhadap debitor harus
dilaksanakan dengan pemikiran dan dengan perlakuan yang manusiawi,
sesuai dengan agunan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku dimana harus menerapkan hukum mengenai Hak Asasi
Manusia.

3. Bagi para pihak debitor atau nasabah, selaku sebagai pihak pemberi
jaminan akan lebih baik untuk memahami segala sesuatu syarat-syarat
dan kondisi-kondisi yang diterapkan perusahaan leasing saat melakukan
persetujuan atau kesepakatan pada awal pokok perjanjian dengan pihak
kreditor atau perusahaan leasing tersebut sehingga, tidak menimbulkan
kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Apabila memang pihak
debitor yang bersangkutan belum bersedia atau belum dapat melakukan

pemenuhan pembayaran terhadap pihak kreditor, sebaiknya alangkah
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lebih baik apabila pihak debitor yang menjadi pemberi jaminan
bertanggung jawab dan mengakui kesalahan kepada pihak kreditor atau

perusahaan leasing.
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